
Me gingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Da Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah K a Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tim , Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Is ewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang rubahan Undang- 
Unctang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

IS DAERAH 
SEHATAN 

Men bang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TE 
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS 

KOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 40 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

a. bahwa untuk meningkatkan d ajat kesehatan 
masyarakat serta memberikan pel anan di bidang 
laboratorium kesehatan di Daerah erlu membentuk 
unsur pelaksana tugas teknis oper sional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Peran kat Daerah Kota 
Pekalongan dan Peraturan Menteri D am Negeri Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Tekni Daerah, dapat 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Te, is Laboratorium 
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota 
Pekalongan; 

c. bahwa berdasarkan pertimban sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Organi si dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Labo torium Kesehatan 
Daerah pada Dinas Kesehatan Kota P kalongan; 



RGANISASI DAN 
TEKNIS DAERAH 
H PADA DINAS 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
LABORATORIUM KESEHATAN DAE 
KESEHATAN KOTA PEKALONGAN. 

Me etapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) s bagaimana teiah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Pe uran Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang erangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tah n 2016 tentang 
Fasilitas Layanan Kesehatan (Lemb Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Ta bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 59 2); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn r 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman dan Klasifikasi cab g Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 541); 

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No or 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah 
Kota Pekalongan (Lembaran Dae Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Le aran Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 85); 

10.Peraturan Walikota Nomor 68 T un 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu as dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Serita 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 omor 69); 

MEMUTUSKAN: 

2009 tentang 
blik Indonesia 
mbaran Negara 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
Kesehatan (Lembaran Negara Rep 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 T bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 7) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang erubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tah n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 T bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah n 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya aerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingka 11 Pekalongandan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Norn r 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 3381); 



(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD bkesda Kelas A. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
j=embentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR ANISASI 

9. ugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanak kegiatan teknis 
tertentu dalam rangka rnendukung pelaksanaan ugas organisasi 
induknya. 

10. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan y g melaksanakan 
pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari 
manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untu penentuan jenis 
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau aktor yang dapat 
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyaraka . 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Keseha an Daerah yang 
selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah unit pel sana tugas teknis 
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/a u kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalon n. 

12. UPTD kelas A adalah UPTD untuk mewadahi beban kerj yang besar. 
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabat yang berisi fungsi 

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

8. 

4. 
5. 
6. 
7. 

emerintah Daerah adalah Walikota sebagai 
emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

. ang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
alikota adalah Walikota Pekalongan. 

. inas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. 
epala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalon an. 
nit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dising at UPTD adalah 
nsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melak anakan sebagian 
egiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pen njang tertentu. 
ugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melak anakan kegiatan 
eknis tertentu yang secara langsung berhubungan engan pelayanan 

masyarakat. 

3. 

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
aerah adalah Kota Pekalongan. 
emerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan P merintahan oleh 
emerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae menurut azas 
tonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi sel as-luasnya dalam 
istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndon ia sebagaimana 
imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
945. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

penyelenggara 
Pemerintahan 

Dal 
l. 
2. 



Bagian Kesatu 
UPI'D Labkesda 

Pasal 5 
{ll UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan tugas eknis operasional 

dan/atau kegiatan penunjang tertentu di bidang sebagai erikut: 
a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan 
b. Laboratorium Klinik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), UPTD 
Labkesda mempunyai fungsi: 
a. pelayanan teknis operasional laboratorium kese atan masyarakat, 

antara lain: 
1. pemeriksaan secara bakteriologi; 
2. pemeriksaan secara fisika; 
3. pemeriksaan secara kimia; dan 
4. pemeriksaan makanan dan minuman. 

b. pelayanan teknis operasional laboratorium klinik, a tara lain: 
1. pemeriksaan darah rutin; 
2. pemeriksaan kimia klinik; 
3. pemeriksaan serologi dan imunologi; 
4. pemeriksaan mikrobiologi; 
5. pemeriksaan parasitologi; dan 
6. pemeriksaan bebas narkoba. 

c. pelayanan rujukan Jaboratorium kesehatan masyarakat dan 
laboratorium klinik. 

BAB I1I 
TUGAS DAN FUNGSI 

ct pada ayat (1) 
terpisahkan dari 

(2) 

(1) usunan Organisasi UPTD Labkesda, terdiri atas: 
Kepala UPI'D; 
Sub Bagian Tata Usaha; dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

agan organisasi UPI'D Labkesda sebagaimana dimaks 
ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid 
eraturan Walikota ini. 

(2) 
(3) 

erupakan unsur 
teknis penunjang 
an laboratorium 

Pasal 3 

PTD Labkesda sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, 
elaksana tugas teknis operasional Dinas dan/atau kegiat 

ertentu di bidang laboratorium kesehatan masyarakat 
linik. 
empat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Labkesda berad 
PI'D Labkesda dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedud 
ertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

di bawah dan 

( 1) 



Sub Bagian Tata 
di bawah dan 

( 1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepal 
Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berad 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana pada a at (1) mempunyai 
tu gas: 
a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang keta ausahaan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan rogram kerja dan 

kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelak aan tugas; 
c. mengelola administrasi keuangan yang me! uti penyusunan 

anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan 
dengan menginventarisasi kebutuhan keuang , menyusun dan 

Bagian Kedua 
Kepala UPTD 

Pasal 6 
(1) PTO Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala U D yang dalam 

elaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggu g jawab kepada 
epala Dinas. 

(2) epala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ay t (1) mempunyai 
ugas: 

menyusun program kegiatan UPTD Labkesda b rdasarkan hasil 
evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundan undangan; 
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian an Kepala Seksi 
di lingkungan Dinas baik secara langsung maupu tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta un k mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 
melaksanakan pembinaan pelayanan admi istrasi umum, 
ketatalaksanaan, rurnah tangga, perlengkapan, k pegawaian, dan 
keuangan di lingkungan UPTD Labkesda; 
melaksanakan koordinasi kegiatan pemeriksaan y g dilaksanakan 
oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD Labkesda; 
melaksanakan pemberian layanan pemeriksa laboratorium 
kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik den menggunakan 
metode dan peralatan yang tersedia; 
menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan se tifikat perizinan 
industri rumah tangga dan sertifikat laik hyginie s itasi berdasarkan 
hasil pemeriksaan/pengujian; 

g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan/ pengujian sampel air dan 
makanan/minuman, sesuai dengan standar esehatan untuk 
meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat esiko pada saat 
dikonsumsi masyarakat di Daerah; 

h. melaksanakan sosialisasi bersama dengan bidang te kait dalam upaya 
peningkatan kualitas air dan makanan/minuman, t hadap kesehatan 
manusia; 

i. melaksanakan perencanaan dan pengadaan k utuhan sarana, 
prasarana, dan bahan untuk keperluan peme iksaan di UPTD 
Labkesda; 

j. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan di bi ang pengelolaan 
laboratorium kesehatan lingkungan dan laboratoriu klinik. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal7 



(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala PTD, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 
internal masing-masing maupun antar satuan organisa i di lingkungan Unit 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pasal 9 

(5) Jabatan Fungsio al sebagaimana 
sesuai dengan ke entuan peraturan 

Pembinaan terhadap Kelompok 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
perundang-undangan. 

(6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan fungsional dan p la hubungan kerja 
Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana ct· aksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas me akukan kegiatan 
dalam menunjang kegiatan UPTD sesuai dengan j atan fungsional 
masing-rnasing berdasarkan ketentuan peraturan perund ng-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud p da ayat (1) terdiri 
atas sejurnlah jabatan fungsional yang terbagi dalam elompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 

(3) Jumlah Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dim sud pada ayat { 1) 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional seb imana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan pera uran perundang­ 
undangan. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

pihak 

am administrasi 
organisasi dan 

UPTD 

menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan eluruh proses 
administrasi keuangan sehingga terselenggaranya te tib administrasi 
keuangan; 
mengelola ketatausahaan dan administrasi umum y 
menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubun masyarakat, 
rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumenta i dan kearsipan 
secara berkesinambungan serta mengelompokkan s suai kebutuhan 
dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan an administrasi 
um um; 
mengelola dan melaporkan administrasi kepe awaian dengan 
mengelola data administrasi kepegawaian secara b rkesinambungan 
serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepe tingan sehingga 
tertib administrasi data kepegawaian; 
melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pro 
kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, 
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan pe 
Labkesda guna mendukung kelancaran pelaksanaan 
menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja s 
ketiga; dan 
menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelapor 



BAB VI 
KE1'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pel~sanaan tugas dan fungsi UPTD Labkesda mulai di1 ,sanakan pada saat 
dit tapkannya Pejabat UPTD Labkesda berdasarkan Peraturan alikota ini. 

UPTD Labkesda 
Kesehatan. 

alam penyampaian laporan kepada atasan, 
isampaikan kepada satuan organisasi lain 
empunyai hubungan kerja. 

alam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mengad 
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan. 

Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala 
berkoordinasi dengan bidang Pelayanan dan Sumber Day 

laporan wajib 
ecara fungsional 

tembu 
yang 

epala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha waj b 
ernatuhi petunjuk dan bertanggung jawab pad 
enyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. 

etiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawah nya wajib diolah 
an dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Japo lebih lanjut. 

mengikuti dan 
atasan serta 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

BABV 
KEPEGAW AlAN 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan elompok Jabatan 
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yan berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, terdapat jabatan pelaksana. 

(3) .Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Kelompok batan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan be dasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) alam rangka membantu Kepala Dinas, Kepala UPT melaksanakan 
oordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Jabatan ngsional. 

(3) epala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksan kan pengawasan 
awahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus me gambil langkah- 

gkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan peru dang undangan. 

(4) epala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha b rtanggung jawab 
emimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberik bimbingan serta 
etunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 



4 f <\AJlio ,,, -------- 

...... -,--- l ,.. ' 

M. SAELANY MACHF DZ 

WALIKOTA PEKA GAN, 

Ditetapkan di Pekalon an 
pada tanggal 20 Ju1 2020 

emua orang mengetahuinya, memerintahkan pengund an Peraturan 
ta ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Pasal 12 

Perat ran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangk 



M. SAEL/\NY MAC FUDZ 

N 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KE ALA 
SUB AGIAN 
TATA SAHA 

KEPALA 
UPTD LABKESDA 

KERJA UNIT 
DAERAH 
DAE RAH 

KOTA 

DAN TATA 
TEKNIS 
KESEHAT N 

KESEH AN 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PEKA ONGAN 
NOMOR 40 TAHUN 2020 
TENT ANG 
ORGANISASI 
PELAKSANA 
LABO RA TORIUM 
PADA DIN AS 
PEKALONGAN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
U IT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESE ATAN DAERAH 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGA 


